BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan
dalam pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa BPKP selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan
pengawasan dan audit sebagaimana dimaksud dalam Keprres Nomor 31
tahun 1983 Junto PERPRES Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah mempunyai norma hukum
berisi petunjuk teknis yang harus dipedomani oleh para auditor BPKP
dalam melakukan kegiatan investigasi yaitu : Peraturan Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI), yang
merupakan norma dan pedoman teknis berupa prosedur baku dalam
pelaksanaan audit yang dilakukan auditor BPKP, dimana dalam PPKBI ini
mengatur beberapa prosedur baku audit termasuk audit yang bersifat audit
investigatif maupun audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan
negara (PKKN). Akan tetapi dalam pelaksanaannya para auditor tidak
menjalankan pedoman tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya
karena adanya unsur kelalaian ataupun kesengajaan dari para auditor, dan
alasan lain yaitu pedoman teknis yang seharusnya mengatur secara rinci
dan jelas mengenai metode dan tata cara perhitungan kerugian keuangan

negara ternyata tidak jelas diatur dalam PPKBI sehingga hasil perhitungan
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yang dituangkan dalam laporan hasil audit mengandung ketidak jelasan dan
tidak ada keseragaman hasil audit antara auditor dalam perkara yang satu
dengan hasil audit dalam perkara yang lain. Akibat dari hal-hal tersebut
maka hasil audit tersebut dianggap tidak valid baik dari tata cara
mendapatkan bukti maupun penilaian atau pengujian terhadap bukti-bukti
yang diajukan oleh penyidik serta keseragaman rumusan perhitungan
kerugian negara. Dengan adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum
atas norma dalam PPKBI ini maka nilai kerugian negara yang dikeluarkan
dalam bentuk laporan hasil audit yang mempunyai nilai pembuktian karena
bersifat pro justisia dianggap tidak benar sehingga bukan saja kerugian
negaranya menjadi kecil bahkan akan membawa akibat terdakwa dapat
dinyatakan lepas dari tuntutan hukum sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggung jawaban atas kerugian negara yang telah terjadi.

Bahwa hakim dapat melakukan perhitungan nilai kerugian negara sendiri
walaupun terhadap kasus yang bersifat spesifik yang membutuhkan
keahlian dibidang lain seperti keahlian dibidang teknik atau bidang
kesehatan. Payung hukum hakim dalam menetapkan sendiri nilai kerugian
negara tersebut berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung yang pada
dasarnya bersifat himbauan dan tidak mengikat, akan tetapi dalam hal
hakim dihadapkan pada suatu dilema yaitu adanya perhitungan nilai
kerugian yang dikeluarkan oleh seorang ahli dan kemudian hakim menilai
hasil perhitungan tersebut tidak valid maka hakim berdasarkan

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman
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Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan demi keadilan
serta adanya kepastian hukum, maka hakim harus menghitung sendiri nilai
kerugian negaranya walaupun hakim tidak memiliki keahlian dalam bidang
tersebut.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka
penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap PPKBI dengan memuat aturan-aturan teknis
yang jelas dan lengkap mengenai tata cara perhitungan kerugian keuangan
negara dan memasukan ketentuan pidana dalam UU Tipikor yaitu dianggap
menghambat proses penyidikan ataupun penuntutan bagi para auditor yang
sengaja ataupun lalai telah melanggar norma perhitungan kerugian negara
karena mengakibatkan hilangnya potensi pengembalian keuangan negara.

2. Perlu adanya hakim khusus baik berasal dari hakim karir ataupun hakim ad
hoc yang benar-benar menguasai bidang yang spesifik dalam suatu perkara
tindak pidana korupsi seperti adanya hakim yang mempunyai latar
belakang bidang keahlian teknik ataupun menarik ahli yang diperbantukan
oleh hakim dalam perkara teknik dan lain sebagainya. Hal ini untuk
menghindari adanya disparitas antara nilai kerugian yang benar-benar
terjadi dengan putusan hakim dalam menetapkan nilai kerugian negara
yang hanya didasarkan pada keyakinan semata tanpa mempertimbangkan
adanya masukan dari ahli yang khusus dimintakan oleh Majelis Hakim

dalam perkara tersebut.
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